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Abstract 

 

Human resource development has become the government's concern in improving the quality of teachers and 

education staff. Teachers as teaching staff have a strategic role in realizing the foundation of the formation of 

quality human resources through formal education. Therefore the Ministry of Education and Culture revise the 

assigment of theachers as principals policy with issuance of Minister of Education and Culture number 6 of 2018 

concerning the Assignment of Teachers as Principals. This regulation is implemented by the Principal 

Development and Empowerment Institute (LPPKS). Human Resources Development Agency (BPSDMD) of South 

Sumatra Province is one of the regional governments that collaborates with LPPKS. Therefore this study aims to 

describe the implementation of the school principal's education and training policies in BPSDMD of South 

Sumatra Province. This study uses a qualitative approach, through the analysis of the policy implementation 

method of George C Edwards III. This study identifies several factors that influence the policy implementation 

process. The results of the study indicate that the Minister of Education and Culture number 6 of 2018 mandates 

the necessity of prospective school principals to obtain certificates and the obligation of principals to have 

certificates to be followed up through the implementation of School Principal Strengthening Training. But not all 

stakeholders in this case the Provincial Government and Regency Government have budgeted funding for the 

Principal to attend School Principal Training Education in BPSDMD of South Sumatra Province. The organization 

of Education and Training in 2018 was followed by the school principal with funding from each participant. 

Keywords: policy implementation;education policy;human resource development 

 

Abstrak 

 

Pembangunan sumber daya manusia telah menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas tenaga 

guru dan tenaga kependidikan. Guru sebagai tenaga pengajar mempunyai peran strategis dalam mewujudkan 

pondasi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal. Karena itulah 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan revisi kebijakan Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 

2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini diimplementasikan oleh Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDMD) Provisi Sumatera Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah yang melakukan kerjasama 

dengan LPPKS. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 

pendidikan dan pelatihan kepala sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, melalui metode analisis implementasi kebijakan George C Edwards III. Penelitian ini mengidentifikasi 

beberapa faktor yang mempengaruhi proses  implementasi  kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Permendikbud nomor 06 tahun 2018 yang mengamanatkan keharusan calon kepala sekolah memperoleh 

sertifikat dan kewajiban kepala sekolah memiliki sertifikat telah ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Diklat 

Penguatan Kepala Sekolah. Namun belum semua pemangku kepentingan dalam hal ini Pemprov dan Pemkab 

menganggarkan pembiayaan bagi Kepala Sekolah untuk  mengikuti  Pendidikan  Pelatihan Kepala Sekolah di 

BPSDMD Provinsi Sumsel. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tahun  2018  ini, diikuti oleh kepala sekolah 

dengan dana dari masing-masing peserta. 

Kata Kunci: implementasi kebijakan; kebijakan pendidikan; pengembangan SDM, 

mailto:farhatsyukri@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN 

Sebagai sektor terdepan yang 

bertanggungjawab di bidang 

pendidikan, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan telah mengeluarkan 

berbagai kebijakan di bidang 

pendidikan guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan. Pengelolaan guru dan 

tenaga kependidikan terus dibenahi 

dengan melakukan penyempurnaan 

peraturan/regulasi sesuai dengan 

kebutuhan zaman. 

Guru dan tenaga kependidikan 

merupakan komponen utama dalam 

meningkatan mutu pendidikan pada 

tingkat dasar dan menengah. Kualitas 

output sdm pada pendidikan formal 

sangat tergantung dari kualitas guru 

yang menjadi tenaga pengajarnya. 

Peran kepala sekolah dalam memimpin 

dan mengelola sekolah sangat 

signifikan dalam menentukan kualitas 

pendidikan dan anak didik. Kepala 

Sekolah adalah guru yang diberi tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah perlu 

terus meningkatkan kompetensi 

menyesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan pendidikan. 

Dalam upaya meningkatkan 

kualitas kepala sekolah, pada tahun 

2010 Pemerintah RI melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional 

telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 

2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang 

Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini 

antara lain mengatur tentang 

persyaratan kompetensi guru yang 

akan ditugaskan sebagai kepala 

sekolah. Setiap Guru yang diusulkan 

menjadi bakal calon kepala sekolah 

wajib mengikuti pendidikan dan 

pelatihan Calon Kepala Sekolah 

(CKS). Diklat CKS diselenggarakan 

oleh lembaga penyiapan calon kepala 

sekolah yang terakreditasi. 

Ketentuan peralihan pada 

Permendiknas nomor 28 tahun 2010 

tersebut masih memberikan toleransi 

kepada kepala sekolah yang sedang 

menjabat. Pasal 17 berbunyi "pada 

saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, 

guru yang telah atau sedang 

melaksanakan tugas tambahan sebagai 

kepala sekolah/madrasah tidak 

dipersyaratkan memiliki sertifikat 

kepala sekolah/madrasah sampai 

selesai masa tugasnya''. 

Permendiknas 28/2010 telah 

berlaku selama 8 tahun lebih. Setelah 

dilakukan evaluasi dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dunia 

pendidikan dewasa ini, dan guna 

mewujudkan nawa cita pemerintahan 

Presiden Jokowi untuk memberikan 

kontribusi dalam peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dari 

sektor pendidikan, maka Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan 

menerbitkan Permendikbud nomor 6 

tahun 2018 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah. 

Permendikbud ini mencabut 

Permendiknas nomor 28 tahun 2010 

tentang Penugasan Guru Sebagai 

Kepala 

Sekolah/Madrasah.Permendikbud 

nomor 6 tahun 2018 ini ditandatangani 

oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 

tanggal 22 Maret 2018, serta 

diundangkan dan berlaku mulai 

tanggal 9 April 2018. 

Menurut analisis dan pengamatan 

peneliti ada beberapa hal prinsip dari 

Peraturan Menteri tentang Penugasan 

Guru sebagai Kepala Sekolah, antara 

lain: 

1. Seleksi bakal Calon kepala 
sekolah; Pada Permendiknas 
nomor 28 tahun 2010, seleksi 
administratif dan akademik 
dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada 
Permendikbud 6/2018, seleksi 
administratif dilaksanakan oleh 
Dinas, sedangkan seleksi 
substantif (akademik) 
dilaksanakan oleh Lembaga 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LPPKS). Pasal 
8 Permendikbud 6/2018 juga 

menegaskan kedudukan LPPKS; 

sebagaimana tertuang pada ayat 

(3) LPPKS dalam hal 

melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan dapat bekerjasama 

dengan lembaga lain yang 

menyeleggarakan pendidikan dan 

pelatihan. 

2. Ketentuan pada pasal peralihan; 
Jika pada Permendiknas 28/2010 
menyatakan Kepala Sekolah yang 
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masih menjabat tidak 
dipersyaratkan memiliki sertifikat 
Kepala Sekolah, Permendikbud 
nomor 6 tahun 2018 dengan 
tegas mensyaratkan sertifikasi 
bagi Kepala Sekolah yang sedang 
menduduki jabatan. Lebih lanjut 
pasal 21 Permendikbud 6 tahun 
2018 berbunyi: (e). Kepala 
Sekolah yang sedang menjabat 
sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a yang belum memiliki 
Surat Tanda Tamat Pendidikan 
dan Pelatihan Calon Kepala 
Sekolah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (7), wajib 
mengikuti dan lulus pendidikan 
dan pelatihan penguatan Kepala 
Sekolah; (f). Kepala Sekolah yang 
tidak lulus pendidikan dan 
pelatihan penguatan Kepala 
Sekolah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf e diberi kesempatan 
untuk mengikuti kembali 
pendidikan dan pelatihan 
penguatan Kepala Sekolah paling 
banyak 2 (dua) kali; (g) . Kepala 
Sekolah yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan 
penguatan Kepala Sekolah 
sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f, namun tetap dinyatakan 
tidak lulus maka diberhentikan 
sebagai Kepala Sekolah 
berdasarkan usulan Direktur 
Jenderal kepada kepala Dinas 
Pendidikan atau penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat sesuai dengan 
kewenangannya; 

Seleksi substantif terhadap calon 

kepala sekolah ini telah dilaksanakan 

oleh LPPKS. Untuk seleksi substantif 

di Provinsi Sumatera Selatan, LPPKS 

telah menjalin kerja sama dengan 

Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDMD) Provinsi 

Sumatera Selatan. Sementara itu 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah di provinsi 

Sumsel, juga dilaksanakan LPPKS 

bekerja sama dengan BPSDMD 

Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 

2017 lalu. 

Adanya kerja sama dalam 

pelaksanaan seleksi substantif dan 

penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah dan 

pendidikan dan pelatihan Penguatan 

Kepala Sekolah di BPSDMD, telah 

meningkatkan kinerja BPSDMD 

Sumsel. Berdasarkan informasi kepala 

bidang teknis fungsional BPSDMD 

Provinsi Sumsel, LPPKS telah 

melakukan MOU dengan 5 (lima) 

BPSDMD di Indonesia. Kelima 

provinsi yang telah menandatangani 

kerjasama dengan LPPKS adalah, 

Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, 

Sumatera Utara, dan Sumatera 

Selatan. Namun dari lima provinsi 

tersebut, BPSDMD Sumsel yang telah 

mengimplementasikan MOU dengan 

menyelenggarakan seleksi substantif, 

pendidikan pelatihan Calon Kepala 

Sekolah, dan pendidikan pelatihan 

Penguatan Kepala Sekolah. Kerjasama 

LPPKS dengan lembaga pendidikan 

dan pelatihan seperti BPSDMD 

Sumsel ini merupakan bentuk sinergi 

kerjasama yang dapat dijadikan model 

bagi provinsi lainnya di Indonesia. 

Memperhatikan data sekolah di 

Sumatera Selatan yang bersumber dari 

Data Pokok (Dapo) Dikdasmen 

Dikbud, jumlah sekolah SD, SMP, 

SMA, SMK, SLB negeri dan swasta 

di Sumsel sebanyak 6.944 unit 

sekolah. Dengan demikian dapat 

diasumsikan jumlah kepala sekolah 

sebanyak 6.944 orang. 

 

Tabel 1 

Jumlah Satuan Sekolah di Sumatera 

Selatan 

N

o 

WIL
AYA
H 
KAB
/KOT

A 

SD SM

P 

SM

A 

SM

K 

S

L

B 

TO

TA

L 

1 Kota 

Palembang 

37

1 

20

8 

1

2

1 

81 15 796 

2 Musi 

Banyu Asin 

46

2 

14

9 

5

9 

24 1 693 

3 Banyu Asin 50

0 

11

6 

5

5 

18 3 677 

4 Ogan 

Komering 

Ilir 

46

7 

13

8 

4

4 

27 1 977 

5 OKUT 42

5 

86 3

8 

36 1 586 
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6 MUARA 

Enim 

37

6 

10

4 

3

1 

19 2 532 

7 Lahat 29

9 

74 3

8 

12 1 424 

8 Musi 

Rawas 

314 67 2

6 

7 1 41

5 

9 Ogan Ilir 264 80 3

3 

16 1 39

4 

10 OKUS 278 67 2

7 

10 1 38

3 

11 Ogan 

Komerin

g Ulu 

199 64 2

9 

13 1 30

5 

12 Empat 

Lawang 

184 38 1

5 

4 0 24

1 

13 PALI 120 44 2

3 

9 0 19

5 

14 Lubuk 

Linggau 

104 33 2

4 

8 2 17

1 

15 MURAT

ARA 

125 29 9 1 0 16

4 

16 Prabumul

ih 

96 22 1

5 

11 2 14

6 

17 Pagar 

Alam 

89 29 9 6 1 12

5 

 TOTAL 4.673 1.339 597 30

2 

33 6.94

4 

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Dikbud tahun 

2018 

Sementara itu pada pasal 

peralihan Permendikbud telah 

mengamanatkan pendidikan dan 

pelatihan penguatan menjadi frasa 

baru pada peraturan menteri yang 

mengatur guru sebagai kepala sekolah 

yang dituangkan dalam ketentuan 

peralihan Permendikbud 6/2018. Demi 

untuk mencapai standar nasional 

pendidikan dalam meningkatkan 

kompetensi kepala sekolah, 

Mendikbud secara tegas dengan 

mewajibkan semua kepala sekolah 

wajib mengikuti Diklat penguatan 

Kepala Sekolah. 

Memperhatikan data pokok 

Direktorat Jenderal Dikdasmen 

tentang Dapo sekolah, Jumlah SMTA 

di Sumatera Selatan tahun 2018 

sebanyak 899 sekolah. Terdiri dari 

SMA sebanyak 597 dan SMK 

sebanyak 302. Dengan ketentuan 

setiap sekolah dipimpin oleh satu 

orang kepala sekolah, maka jumlah 

kepala sekolah menengah tingkat atas 

di Sumsel sebanyak 899 orang kepala 

sekolah. Berdasarkan data dari 

informan kunci, BPSDMD Sumsel 

menyelenggarakan diklat calon kepala 

sekolah pada tahun 2018 khusus 

SMA/SMK sebanyak 210 orang. 

Peserta yang telah menduduki jabatan 

kepala sekolah sebanyak 120 orang. 

Sedangkan peserta yang mengikuti 

diklat penguatan SMA/SMK sebanyak 

150 orang. Dari dua diklat tersebut 

telah menghasilkan kepala sekolah 

yang bersertifikat sebanyak 270 orang. 

Dengan demikian diperkirakan masih 

terdapat 629 orang kepala sekolah 

yang belum memiliki sertifikat kepala 

sekolah tingkat atas. 

Berdasarkan informasi dari 

Kepala Bidang Diklat Teknis Umum 

dan Fungsional BPSDMD Sdr Iman 

Subarno, ketika kami wawancara di 

ruang kerjanya, LPPKS yang 

berkedudukan di Solo Jawa Tengah 

telah melakukan kerjasama dengan 

BPSDMD provinsi Sumsel 

sebagaimana yang tertuang dalam 

perjanjian kerjasama pada tahun 2017. 

Kerjasama yang telah terjalin selama 

dua tahun ini telah menunjukkan 

kinerja yang baik. Kerjasama yang 

telah dilaksanakan antara lain 

melakukan seleksi bakal calon kepala 

sekolah, menyelenggarakan diklat 

TOT, Master of Trainer. Selama tahun 

2018 ini penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan Calon Kepala Sekolah 

dan Diklat Penguatan Kepala Sekolah 

telah dilaksanakan sebanyak 4 

(empat) angkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi 

permendikbud nomor 6 tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Diklat Kepala 

Sekolah di BPSDMD Provinsi 

Sumsel dan mengelaborasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 

implementasi program   pendidikan 

dan pelatihan Calon Kepala Sekolah 

dan Diklat Penguatan kepala Sekolah 

di Provinsi Sumatera Selatan Selatan. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Penelitian ini menggunakan analisis 

implementasi kebijakan George C. 

Edwards III. Sebagai generasi pertama 

studi implementasi mengidentifikasi 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan 

kegiatan yang kompleks dengan begitu 
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banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. Dalam mengkaji implementasi 

kebijakan publik, Gerorge C Edward III 

mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, 

yakni: 

1. What is the precondition for succesful 
policy implementation 

2. What are the primary obstacle to 
succesful policy implementation. 

Edwad III berusaha menjawab 

dua pertanyaan tersebut dengan 

mengkaji empat faktor atau variabel 

dari kebijakan yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi. Ke empat faktor di atas harus 

dilaksanakan secara simultan karena 

antara satu dengan yang lainnya 

memiliki hubungan yang erat. Tujuan 

kita adalah meningkatkan pemahaman 

tentang implementasi kebijakan. 

Penyederhanaan pengertian dengan 

cara membreakdown (diturunkan) 

melalui eksplanasi implementasi 

kedalam komponen prinsip. 

Implementasi kebijakan adalah suatu 

proses dinamik yang mana meliputi 

interaksi banyak faktor. Sub kategori 

dari faktor-faktor mendasar 

ditampilkan sehingga dapat diketahui 

pengaruhnya terhadap implementasi. 

 

 

Gambar 1 Dampak langsung dan tidak 

langsung dalam Implementasi 

Sumber : George III Edward :implemeting 

public policy, 1980 

 

Faktor –faktor yang berpengaruh 

dalam implementasi menurut George C. 

Edwards III sebagai berikut : 

 

a. Komunikasi (communication) 
Implementasi kebijakan akan 

berjalan efektif apabila ukuran-

ukuran dan tujuan- tujuan 

kebijakan dipahami oleh 

individu-individu yang 

bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. 

Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian 

perlu dikomunikasikan secara 

tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman 

dari ukuran dasar dan tujuan 

perlu dikomunikasikan 

sehingga implementors 

mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. 

b. Sumberdaya (Resource) 
Jelas dan konsisten 

implementasi program dan 
bagaimana akuratnya 
komunikasi dikirim bukan hal 
utama implementasi kebijakan, 
namun jika personel yang 

bertanggungjawab untuk 

melaksanakan program tersebut 

dirasakan tidak memadai, ini 

akan menimbulkan hambatan 

dalam implementasi kebijakan. 

Komponen sumberdaya ini 

meliputi jumlah staf, keahlian 

dari para pelaksana, informasi 

yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan dan pemenuhan 

sumber-sumber terkait dalam 

pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin 

bahwa program dapat 

diarahkan kepada sebagaimana 

yang diharapkan, serta adanya 

fasilitas-fasilitas pendukung 

yang dapat dipakai untuk 

melakukan kegiatan program 

seperti dana dan sarana 

prasarana. 

 

c. Disposisi (Disposition) 
Salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektifitas 

implementasi kebijakan adalah 

sikap implementor. Jika 

implementor setuju dengan 

bagian-bagian isi dari kebijakan 

maka mereka akan 
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melaksanakan dengan senang 

hati tetapi jika pandangan 

mereka berbeda dengan 

pembuat kebijakan maka proses 

implementasi akan mengalami 

banyak masalah. Ada tiga 

bentuk sikap/respon 

implementor terhadap 

kebijakan ; kesadaran 

pelaksana, petunjuk/arahan 

pelaksana untuk merespon 

program kearah penerimaan 

atau penolakan, dan intensitas 

dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami 

maksud dan sasaran program 

namun seringkali mengalami 

kegagalan dalam melaksanakan 

program secara tepat karena 

mereka menolak tujuan yang 

ada didalamnya, sehingga 

secara sembunyi mengalihkan 

dan menghindari implementasi 

program. Disamping itu 

dukungan para pejabat 

pelaksana sangat dibutuhkan 

dalam mencapai sasaran 

program. 

d. Sturktur Birokrasi (beaurecracy 

structure) 
Birokrasi merupakan salah-satu 

unit kerja / institusi yang paling 

sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana 

kegiatan. Keberadaan birokrasi 

tidak hanya dalam struktur 

pemerintah, tetapi juga ada 

dalam organisasi-organisasi 

swasta, institusi pendidikan dan 

sebagainya. 

 

Pada prinsipinya implementasi 

kebijakan yang bersifat kompleks 

menuntut adanya kerjasama banyak 

pihak. Ketika strukur birokrasi tidak 

kondusif terhadap implementasi suatu 

kebijakan, maka hal ini akan 

menyebabkan ketidakefektifan dan 

menghambat jalannya pelaksanaan 

kebijakan. Berdasakan penjelasan di 

atas, maka memahami struktur birokrasi 

merupakan faktor yang fundamental 

untuk mengkaji implementasi kebijakan 

publik. Menurut Edwards III dalam 

Winarno (2005) terdapat dua 

karakteristik utama dari birokrasi yakni: 

”Standard Operational 

Procedure(SOP) dan fragmentasi. 

Wahjusumijo (2004) 

mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai 

seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah tempat diselenggarakannya 

proses belajar mengajar atau tempat 

terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. 

Vaitzal Rivai (2004) menjelaskan 

makna Kepala sekolah berasal dari dua 

kata kepala dan sekolah. Kepala dapat 

diartikan ketua atau pemimpin. 

Sedangkan sekolah diartikan sebuah 

lembaga yang didalamnya terdapat 

aktivitas mengajar belajar. Sekolah pun 

menjadi lingkungan hidup sesudah 

rumah, dimana anak tinggal beberapa 

jam, sebagai tempat tinggal di masa 

perkembangan, dan sebagai lembaga 

pendidikan, tempat tinggal yang 

berfungsi mempersiapkan anak untuk 

menghadapi kehidupan. 
Menurut Mulyasa (2007: 24), 

pengertian kepala sekolah ialah salah 
satu komponen pendidikan yang paling 
berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 

Kepala Sekolah ialah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, manajemen sekolah, training tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi Kepala Sekolah, Kepala Sekolah bisa dikatakan sebagai 

jenjang karier dari jabatan fungsional guru. 

Apabila seorang guru mempunyai 

kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan 

telah memenuhi persyaratan atau tes 

tertentu maka guru tersebut sanggup 

memperoleh jabatan KepalaSekolah. 

Sedangkan menurut Permendikbud 

nomor 06 tahun 2018; Kepala Sekolah 

adalah guru yang diberi tugas untuk 

memimpin dan mengelola satuan 

pendidikan yang meliputi taman 

kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak 

luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), 

sekolah dasar luar biasa (SDLB), 

sekolah menengah pertama (SMP), 

sekolah menengah pertama luar biasa 

(SMPLB), sekolah menengah atas 

(SMA), sekolah menengah kejuruan 

(SMK), sekolah menengah atas luar 

biasa (SMALB), atau Sekolah 

Indonesia di Luar Negeri (SILN). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan teknik 

analisa data model interaktif yang 
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terdiri dari tiga komponen analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan (Miles et al., 

2014). Sumber utama penelitian yang 

digunakan adalah data primer dan data 

sekunder (misalnya, Badan Pusat 

Statistik, laporan, notulen rapat, dan 

sebagainya), organisasi   non- 

pemerintah, dan informasi yang 

tersedia di internet. Informan kunci 

penelitian ini berasal dari beberapa 

organisasi perangkat daerah terkait, 

Kepala BPSDMD Prov Sumsel dan 

Kepala Bidang, Lembaga 

Pengembangan dan pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS), 

widyaiswara, Kepala sekolah yang 

telah mengikuti pelatihan dan 

pendidikan, dan nara sumber lainnya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan 

seleksi, pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan khususnya pada 

Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Sumsel. Penelitian ini difokuskan 

untuk mengelaborasi: (a) tujuan 

program pendidikan dan pelatihan guru 

sebagai kepala sekolah; (b) sumber 

daya yang dapat memfasilitasi 

keefektifan implementasi 

Permendikbud nomor 6 tahun 2018 

di Provinsi Sumsel; (c) kualitas 

hubungan interorganisasional; (d) 

karakteristik lembaga atau organisasi 

pelaksana, termasuk di dalamnya; 

kompetensi dan ukuran agen 

pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada 

unit pelaksana terbawah pada saat 

implementasi, dukungan politik dari 

eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan 

formal dan informal dengan lembaga 

pembuat kebijakan, dan lain 

sebagainya; (e) lingkungan politik, 

sosial dan ekonomi; dan (f) disposisi 

atau tanggapan, sikap para pelaksana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan Kepala Sekolah di BPSDMD 

Provinsi Sumsel diawali dengan 

pendekatan pro aktif yang dilakukan 

oleh BPSDMD Sumsel. Dengan status 

Badan Layanan Umum Daerah ( 

BLUD) yang disandangnya menjadikan 

, BPSDMD mempunyai fleksibilitas 

dalam pengelolaan keuangan guna 

melakukan kerjasama dalam 

penyelenggaraan diklat. Adanya 

keluwesan dalam operasionalnya, 

membuat manajemen BLUD BPSDMD 

Provinsi Sumsel berperan aktif 

melakukan kerjasama penyelenggaraan 

Diklat dengan berbagai 

lembaga/instansi vertikal maupun 

instansi di lingkungan Pemprov, 

Pemkab, Pemkot dan lembaga 

pendidikan swasta yang ada di 

Sumatera Selatan. 
Manifestasi dari kerjasama 

tersebut telah direalisasikan dalam 
Perjanjian kerja sama antara Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah Provinsi sumatera 

Selatan dengan Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS). Perjanjian 

tersebut tertuan dalam PKS nomor 

890.3/1540/BPSDMD/IV/2017 tanggal 

16 Juni 2017. 

 

Pada Perjanjian Kerja Sama 

tersebut, LPPKS sebagai lembaga yang 

diberikan otoritas oleh Mendikbud 

dalam pengembangan Kepala Sekolah 

menunjuk BPSDMD Sumatera Selatan 

untuk memfasilitasi penyelenggaraan 

seleksi substantif, Diklat Calon Kepala 

Sekolah, dan Diklat Penguatan kepala 

Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan data penyelenggaraan 

Diklat Kepala Sekolah yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 2018, kinerja 

BPSDMD Sumsel dalam pelatihan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Rekap Peserta Diklat Kepala Sekolah 

 

NO

M

OR 

JENIS 

KEGIATAN/ 

PENDIDIKA

N DAN 

PELATIHA

N 

JUMLAH 

ANGKAT

AN 

PESERTA 

LULUS 

BER 

SERTIFIK

AT 

1 SELEKSI 

SUBSTANTIF 

3 

Angkatan 

361 orang 

2 CALON 

KEPALA 

SEKOLAH 

3 angkatan 210 orang 

3 PENGUATA

N KEPALA 

4 

angkatatan 

320 orang 
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SEKOLAH 

Sumber: diolah dari wawancara Kabid Teknis 

Fungsional 

 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan akan disajikan berdasarkan 

hasil yang peneliti temukan di lapangan 

saat penelitian berlangsung serta 

diadakannya pembahasan mengenai 

hasil penelitian tersebut yaitu mengenai 

Implementasi Kebijakan Pendidikan 

dan Pelatihan Kepala Sekolah di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera 

Selatan. Sebagai langkah dalam 

penyajian data, maka peneliti pada 

tahap ini akan menguraikan hasil 

penelitian yang diperoleh di lapangan 

pada saat penelitian berlangsung, 

selanjutnya hasil temuan di lapangan 

akan disesuaikan dengan rumusan 

masalah dan fokus penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti akan 

memfokuskan pada Implementasi 

Kebijakan Pendidikan dan pelatihan 

Kepala Sekolah di Provinsi Sumatera 

Selatan yang dideskripsikan. 

Seperti yang dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka implementasi 

kebijakan dalam penelitian ini 

menggunakan Model Implementasi 

Edward III yang mengukur 

implementasi kebijakan dengan 4 faktor 

yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan stuktur birokrasi 

. 

1. Komunikasi 

Salah satu unsur yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan sebuah kebijakan menurut 

George C. Edward dalam Nugroho 

adalah komunikasi. Komunikasi dalam 

konteks penelitian ini digunakan agar 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dan 

pelatihan kepala sekolah di BPSDMD 

Sumsel terselenggara dengan lancar. 

Komunikasi ini dilakukan oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Kebijakan ini perlu disampaikan kepada 

stake holder, yaitu Dinas Pendidikan 

Nasional Sumsel dan Kepala Dinas 

Pendidikan di Kabupaten/Kota se- 

Sumsel, guna mengkomunikasikan 

kebijakan khususnya program 

pendidikan dan pelatihan kepala 

sekolah. Program ini merupakan kerja 

sama kerjasama dengan Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah dengan BPSDMD 

 Sumsel. Komunikasi kepada stake 

holder termasuk ke guru dan kepala 

sekolah dilakukan agar para stake 

holder dapat mengetahui pelaksanaan 

diklat kepala sekolah di BPSDMD 

Provinsi Sumsel. 

Dinamika komunikasi dalam 
implementasi kebijakan pendidikan 
dan pelatihan kepala sekolah 
ditentukan dari beberapa unsur yang 
terdapat dalam komunikasi, seperti 
penyampai pesan, isi pesan, media 
yang digunakan, serta sasaran 
penerima pesan, serta perubahan 
sebagai akibat komunikasi. Mengenai 
bagaimana dimensi komunikasi yang 
terjadi di BPSDMD Provinsi Sumsel 
dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Transmisi 

Transmisi merupakan faktor 

utama dalam hal komunikasi 

pelaksana kebijakan. Menurut 

Agustino (2006), penyaluran 

komunikasi yang baik akan 

menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. 

Seringkali terjadi masalah 

dalam penyaluran komunikasi 

yaitu adanya salah pengertian 

(miscommunication), sehingga 

apa yang diharapkan terdistorsi 

di tengah jalan. Transmisi pada 

implementasi kebijakan Diklat 

Kepala Sekolah dilakukan oleh 

BPSDMD Provinsi Sumsel 

yang berkerjasama dengan 

Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LPPKS), kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/kota di 

Sumatera Selatan. Kegiatan 

tersebut berupa pelaksanaan 

kebijakan diklat kepala sekolah 

dalam upaya agar kepala 

sekolah dapat mengetahui 

kegiatan tersebut. khususnya 

kepada kepala sekolah yang 

belum memiliki sertifikat agar 

segera untuk mengikuti diklat 

Penguatan Kepala Sekolah. 

Transmisi dalam implementasi 

kebijakan Diklat kepala sekolah 

di Provinsi Sumsel berupa 

pemberitahuan dan informasi 
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dari BPSDMD Sumsel ke Dinas 

pendidikan atau disampaikan 

langsung ke sekolah terkait. 

Komunikasi dalam 

implementasi kebijakan diklat 

kepala sekolah dilakukan pada 

saat rapat, pelatihan, workshop, 

diskusi, bimbingan teknis dan 

diaolog yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Iman 

Subarno Kepala bidang Teknis 

Fungsional BPSDMD Sumsel 

yang menyatakan bahwa bentuk 

komunikasi yang berkaitan 

dengan kebijakan diklat kepala 

sekolah di Sumatera Selatan 

adalah dengan cara 

mengikutsertakan para 

widyaiswara dan instansi terkait 

dalam dalam rapat, pelatihan, 

workshop, diskusi, yang 

dilakukan oleh BPSDMD 

Sumsel. 

b. Kejelasan 

Menurut Edward III dalam 

Agustino komunikasi yang 

diterima oleh pelaksana 

kebijakan (street-level-

bureaucrats) harus jelas dan 

tidak membingungkan atau 

tidak ambigu. Pada pelaksanaan 

kebijakan Diklat kepala 

sekolah, agar penyampaian 

informasi dapat diterima 

dengan jelas dan dapat 

dimengerti maka dalam tata 

cara teknis menerangkan 

terdapat dua metode 

penyampaian informasi yaitu 

secara langsung dan tidak 

langsung yaitu media cetak atau 

elektroik. Diklat kepala sekolah 

yang menjadi wewenang 

LPPKS sesuai Permendikbud 

nomor 6 tahun 2018. Adanya 

kerjasama dengan diberikannya 

lisensi kepada BPSDMD 

Sumsel, dijelaskan dengan tepat 

dan konkrit. Dengan demikian 

para calon kepala sekolah 

maupun kepala sekolah yang 

wajib mengikuti diklat 

penguatan dan memiliki 

sertifikat, dapat mengikuti 

diklat kepala sekolah tanpa ada 

keraguan atau ketidakpastian. 

Pada pelaksanaan Diklat kepala 

sekolah agar penyampaian 

informasi pelaksanaan tersebut 

dapat diterima dengan jelas dan 

dapat dimengerti maka 

penyampaian informasi ini 

dilakukan secara langsung. 

Penyampaian secara langsung 

ini dinilai cara yang sudah 

benar dengan melaksanakan 

rapat, kunjungan kerja audiensi 

ke dinas kabupaten/kota atau 

Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Pelatihan Kepala 

Sekolah melakukan audiensi 

dengan bupati/walikota 

dengan melakukan presentase 

tentang kebijakan tersebut. 

c. Konsisten 

Menurut Edward III dalam 

Agustino, perintah yang 

diberikan dalam pelaksanaan 

suatu komunikasi harus 

konsisten dan jelas untuk 

ditetapkan atau dijalankan. Jika 

perintah yang diberikan sering 

berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan. Oleh 

karena itu konsistensi juga 

harus mendapat perhatian 

dalam sebuah komunikasi. 

Konsistensi dalam 

implementasi kebijakan diklat 

kepala sekolah di provinsi 

Sumsel berdasarkan juklak 

yang telah ditetapkan oleh 

Lembaga pengembangan dan 

pemberdayaan kepala sekolah. 

Kebijakan tersebut berdasarkan 

peraturan menteri pendidikan 

dan kebudayaan dan petunjuk 

teknis dari Direktur Jenderal 

Guru dan tenaga kependidikan. 

Konsistensi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah petunjuk 

teknis dan materi diklat yang 

telah ditetapkan LPPKS 

dilaksanakan secara utuh dan 

komprehensif. Hal ini 

diungkapkan oleh plt Kepala 

Badan Pengembangan sumber 

daya manusia provinsi 

Sumatera Selatan Bapak 

Sahrawi Hanan, M.M. 

Konseskuensi konsistensi yang 

dilaksanakan oleh BPSDMD 

Provinsi Sumsel adalah sangat 

tepat. Hal ini dikarenakan 
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sebagai pemegang lisensi 

penyelenggaraan diklat kepala 

sekolah, BPSDMD harus 

menerapkan secara utuh juklak 

yang telah disusun oleh 

LPPKS. Apabila 

pelaksanaannya tidak konsisten 

dan setengah- setengah maka 

hasilnya tidak akan maksimal. 

Karena itu mesti dilaksanakan 

secara menyeluruh dan terus-

menerus tanpa terputus. Namun 

dengan adanya keputusan 

Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 6 tahun 

2018, yang merivisi 

Permendiknas nomor 28 tahun 

2010, telah memberikan arahan 

yang tepat dalam pelaksanaan 

diklat kepala sekolah, 

khususnya kewajiban mengikuti 

diklat penguatan kepala sekolah 

bagi kepala sekolah yang belum 

memiliki sertifikat kepala 

sekolah. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya atau resource adalah 

faktor penting guna terselenggaranya 

kebijakan dengan baik, karena itu 

diperlukan sumber daya manusia 

(SDM) yang cukup serta ditingkatkan 

skill (ketrampilan) yang dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan Diklat Kepala 

Sekolah   itu sendiri. Menurut George 

C. Edward III dalam Nugroho, Sumber 

daya dalam hal ini dibedakan menjadi 

dua yaitu berupa sumber daya manusia 

(staff) dan non manusia (fasilitas atau 

sarana prasarana). 

a. Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak 

akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya 

manusia yang cukup kualitas 

dan kuantitasnya. Kualitas 

sumber daya manusia berkaitan 

dengan keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan kompetensi 

di bidangnya, sedangkan 

kuantitas berkaitan dengan 

jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk 

melingkupi seluruh kelompok 

sasaran. Sumber daya manusia 

sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan implementasi, 

sebab tanpa sumber daya 

manusia yang handal 

implementasi kebijakan akan 

berjalan lambat. Oleh karena 

itu, implementasi kebijakan 

diklat kepala sekolah di 

provinsi Sumatera Selatan 

membutuhkan sumber daya 

yang mumpuni dan mampu 

dalam menguasai bidang 

tugasnya dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut. Sumber 

daya manusia (staff) yang 

dimaksud dalam pelaksanaan 

kebijakan diklat kepala sekolah 

adalah widyaiswara dan 

petugas administrasi / staff 

pada bidang teknis dan 

fungsional. Selain itu juga 

sumber daya manusia ini 

termasuk semua staff 

BPSDMD yang menjadi 

tenaga inti maupun tenaga 

supporting dalam pelaksanaan 

diklat kepala sekolah di 

provinsi Sumsel. 

Adapun struktur staf 

fungsional bidang teknis yang 

bertanggung jawab 

menjalankan fungsi diklat 

kepala sekolah adalah sebagai 

berikut:Bidang Pengembangan 

Teknis Umum dan Fungsional, 

yang terdiri dari: 

- Subbidang Pengembangan 
Kompetensi Jabatan Fungsional. 

- Subbidang Pengembangan 
Kompetensi Teknis Umum. 

- Subbidang Pengembangan 
Kompetensi Teknis Pilihan. 

 

Jumlah pegawai staf umum, 

fungsional dan pejabat 

struktural sebanyak 10 orang. 

Terkait sumber daya manusia 

(staff) yang dimiliki bidak 

teknis fungsional, Bapak Imam 

Subarno selaku Kepala bidang 

teknis umum dan fungsional 

merasakan keterbatasan staf 

yang dimiliki. Kemampuan staf 

yang belum menguasai 

tekonologi informasi, dirasakan 

cukup mempengaruhi 

keluwesan dan kecepatan dalam 

pelayanan kebijakan ini. 

b. Sumber Daya non Manusia 

Selain kemampuan IT yang 

terbatas, bidang teknis umum 
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dan fungsional ini merasakan 

kurangnya dukungan peralatan 

administrasi maupun dukungan 

IT seperti personel komputer, 

note book, maupun fasilitas 

internet berupa wi fi / hot spot 

belum tersedia. Prasarana 

gedung untuk ruang belajar 

seminar, dan ruang diskusi 

sudah memadai. namun untuk 

prasarana asrama peserta diklat 

masih perlu ditingkatkan. 

Fasilitas kamar dan kesediaan 

air bagi peserta masih sering 

menjadi hambatan. Selain itu 

kebersihan dan kerapihan 

fasilitas gedung dan sarana 

lingkungan masih perlu 

dibenahi. Keterbatasan sumber 

daya ini juga diakui oleh Pak 

Sahrudin kepala sub bag 

perencanaan. Untuk anggaran 

tahun 2019 sudah diusulkan 

untuk perbaikan sarana dan 

praasarana. Namun anggaran 

APBD belum memungkinkan 

untuk membiayai 

penyempurnaan seluruh sarana 

prasarana tersebut. Hal yang 

dimungkinkan adalah 

menggunakan dana BLUD. Hal 

ini dikareakan BPSDMD 

Provinsi Sumsel telah 

ditetapkan sebagai Badan 

layanan umum daerah (BLUD). 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana 

kebijakan adalah faktor yang penting 

dalam pendekatan mengenai 

pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika 

pelaksanaan suatu kebijakan ingin 

efektif, maka para pelaksana kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang 

akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya, sehingga dalam 

praktiknya tidak terjadi bias. Menurut 

Edward III dalam Winarno 

kecenderungan dari para pelaksana 

kebijakkan merupakan faktor ketiga 

yang mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu 

kebijakan tertentu, hal ini berarti 

adanya dukungan dan kemungkinan 

besar mereka melaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuatan keputusan awal. Demikian 

pula sebaliknya, bila tingkah laku atau 

perspektif-persepektif para pelaksana 

berbeda dengan para pembuat 

keputusan, maka proses pelaksanaan 

suatu kebijakan semakin sulit. 

Kecenderungan perilaku atau 

karakteristik dari pelaksana kebijakan 

berperan penting untuk mewujudkan 

implementasi kebijakan yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran. Karakter 

penting yang harus dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran 

dan komitmen yang tinggi. Kejujuran 

mengarahkan implementor untuk tetap 

berada dalam program yang telah 

digariskan, sedangkan komitmen yang 

tinggi dari pelaksana kebijakan akan 

membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas,wewenang, fungsi, 

dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Sikap 

dari pelaksana kebijakan akan sangat 

berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator 

memiliki sikap yang baik maka dia 

akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, 

sebaliknya apabila sikapnya tidak 

mendukung maka implementasi tidak 

akan terlaksana dengan baik. Dari 

penelitian yang didapatkan, sikap 

pelaksanaan dalam implementasi 

kebijakan diklat kepala sekolah di 

BPSDMD Provinsi Sumsel sangat 

baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak 

Sahrawi Hanan selaku Plt Ka. 

BPSDMD Sumsel. Sebagai satu 

satunya 

BPSDMD yang telah ditunjuk LPPKS 

sebagai penyelenggara dan telah 

menyeleggarakan diklat kepala sekolah 

di Indonesia. Tentu ini suatu 

kepercayaan yang patut dihargai. 

Adanya kepercayaan penuh dari 

LPPKS menjadikan semangat para 

implementor untuk melaksanakan diklat 

kepala sekolah dengan penuh tanggung 

jawab dan berupaya menjalankan 

semua aturan ketentuan dengan 

konsisten sesuai petunjuk teknis dari 

LPPKS. 

Selanjutnya Kepala Bidang Teknis 

Umum menyampaikan bahwa dari 5 

(lima) provinsi yang melakukan 

kerjasama dengan LPPKS, namun baru 

Sumatera Selatan yang telah 

menyelenggarakan diklat kepala 

sekolah. Tahun 2018 ini saja sudah 

diselenggrakan diklat calon kepala 
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sekolah sebanyak tiga angkatan, dan 

diklat penguatan kepala sekolah 

sebanyak empat angkatan. 

Terlaksananya diklat tersebut, 

menunjukkan adanya dukungan sikap 

dan disposisi dari para implementor 

untuk mewujudkan kebijakan diklat 

kepala sekolah di BPSDMD provinsi 

Sumsel. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur 

birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu 

sendiri. Aspek pertama adalah 

mekanisme, dalam implementasi 

kebijakan biasanya sudah dibuat 

Standart Operational Procedure (SOP). 

SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementator dalam bertindak agar 

dalam pelaksanaan kebijakan tidak 

melenceng dari tujuan dan sasaran 

kebijakan. Aspek kedua adalah struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi yang 

terlalu panjang dan terfragmentasi akan 

cenderung melemahkan pengawasan 

dan menyebabkan prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks yang 

selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak 

fleksibel. Menurut Edward III dalam 

Nugroho, menjelaskan bahwa struktur 

birokrasi berkenaan dengan kesesuaian 

organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implentasi kebijakan 

publik. 

Tantangannya adalah bagaimana 

agar tidak terjadi bureaucratic 

fragmentation karena struktur ini 

menjadikan proses implementasi 

menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia 

sering terjadi inefektivitas implementasi 

kebijakan karena kurangnya koordinasi 

dan kerjasama diantara lembaga-

lembaga negara dan pemerintah. Pada 

implementasi kebijakan diklat kepala 

sekolah di provinsi Sumatera Selatan, 

peneliti membagi penjelasan hasil 

mengenai struktur birokrasi menjadi 2 

(dua). Kedua hal tersebut adalah standar 

operating procedure (SOP) dan 

Fragmentasi. 

a. Standar Operating Procedure 
(SOP) 

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam 

mengimplementasikan kebijakan diklat 

kepala sekolah menggunakan SOP 

maupun petunjuk teknis yang telah 

disusun oleh Direktur Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Lembaga 

Pengembangan Pemberdayaan Kepala 

Sekolah. Hal ini dikarenakan 

BPSDMD sebagai pihak yang 

menerima lisensi sebagai 

penyelenggara sebagai tindak lanjut 

dari nota kesepakatan kedua lembaga. 

Namun demikian Bidang Teknis 

Umum dan Fungsional dalam 

penyelenggaraan diklat di BPSDMD 

Sumsel juga menggunakan petunjuk 

teknis penyelenggaraan diklat yang 

telah ditetapkan oleh Kepala BPSDMD 

Sumsel. Sementara itu untuk 

kemudahan proses koordinasi dan 

kerja sama, surat menyurat, nota dinas 

dikeluarkan oleh Sekda untuk ke 

Bupati/walikota maupun ke 

Kementerian /lembaga diluar provinsi 

khususnya. Untuk koordinasi dengan 

instansi terkait seperti Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), 

dinas Pendidikan di Kabupaten dan 

Kota, unit sekolah SMA, SMP, dan SD 

dan instansi terkait lainnya dilakukan 

langsung oleh Kepala BPSDMD 

Provinsi Sumsel. Nota Dinas tata 

naskah juga disusun untuk 

mempermudah pelaksanaan dan 

koordinasi dengan LPPKS dalam 

mempercepat arus administrasi dan 

teknis pelaksanaan diklat kepala 

sekolah. adanya Surat menyurat ini 

setidaknya untuk mempermudah dan 

mempercepat pelaksanaan teknis dan 

adminisrasi. Dengan demikian 

permasalahan keterbatasan staf dapat 

diatasi dengan mekanisme SOP yang 

dilaksanakan dengan baik dan 

konsisten. 

b. Fragmentasi 

Fragmentasi menurut Edward 

III dalam Winarno adalah 

pembagian tanggung jawab 

sebuah bidang kebijakan 

diantara unit-unit organisasi. 

Tanggung jawab bagi suatu 

bidang kebijakan sering 

tersebar diantara beberapa 

organisasi, tanggung jawab ini 

berupa tanggung jawab 

memberikan penyuluhan, 

pelatihan dan pelayanan. 

Konsenkuensi paling buruk 

dalam fragmentasi birokrasi 
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adalah usaha untuk 

menghambat koordinasi para 

birokrat karena alasan-alasan 

prioritas dari badan-badan yang 

berbeda mendorong birokrat 

untuk menghindari koordinasi 

dengan badan-badan lain. 

Dalam implementasi kebijakan diklat 

kepala sekolah di BPSDMD Sumsel, 

dapat dilihat dari pembagian tugas 

dalam menyebarkan informasi 

penyelenggaraan diklat kepala sekolah 

di BPSDMD Sumsel. Untuk 

percepatan informasi ke instansi 

terkait, BPSDMD Sumsel menerapkan 

fragmentasi yang jelas. Bidang Teknis 

Umum dan Fungsional menjadi leader 

dalam penyelenggaraan dan koordinasi 

dengan LPPKS maupun dengan 

instansi terkait di Sumatera Selatan. 

Bidang lainnya seperti Kompetensi inti 

dan Sekretariat Badan memfasilitasi 

kelancaran implementasi kebijakan. 

Widyaiswara sebagai ujung tombak 

suksesnya penyelenggaraan kegiatan 

belajar dan mengajar juga difasilitasi 

untuk mengikuti master of Training, 

maupun diklat penguatan kepala 

sekolah. Dalam fragmentase ini, 

widyaiswara juga diberi peran untuk 

mendiseminasikan informasi kepada 

semua pihak. setiap ada kegiatan 

bimtek, diklat manajerial, teknis, 

widya iswara menyampaikan informasi 

tentang diklat kepala sekolah. Kepala 

Bidang Teknis Umum Sdr. Imam 

Subarno, juga melakukan komunikasi 

secara langsung tentang up date 

informasi ini ke pihak terkait. 

komunikasi dengan stake holder ini 

juga dilakukan oleh Bapak Imam 

Subarno dengan membentuk whatsapp 

group yang menginformasikan tentang 

update kegiatan diklat kepala sekolah 

yang diselenggarakan oleh BPSDMD 

Provinsi Sumsel. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

kerjasama antara Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS) dengan 

Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Sumatera Selatan 

telah dapat mengimplementasikan 

kebijakan pendidikan dan pelatihan 

kepala sekolah di BPSDMD 

Provinsi Sumatera Selatan. 

BPSDMD Provinsi Sumsel sebagai 

pembantu Gubernur telah 

menjalankan fungsinya di bidang 

Pendidikan dan Pelatihan pegawai 

guna mewujudkan nawa cita 

Presiden RI. 

2. Penelitian ini menemukan bahwa 

Permendikbud nomor 06 tahun 2018 

tentang keharusan calon kepala 

sekolah memperoleh sertifikat dan 

kewajiban kepala sekolah memiliki 

sertifikat telah ditindaklanjuti. 

Namun belum semua pemangku 

kepentingan dalam hal ini Pemprov 

dan Pemkab belum menganggarkan 

pembiayaan bagi Kepala Sekolah 

untuk mengikuti Pendidikan 

Pelatihan Kepala Sekolah di 

BPSDMD Provinsi Sumsel. 

Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan tahun 2018 ini, diikuti 

oleh kepala sekolah dengan dana 

dari masing-masing peserta. 

Pemprov/Pemkab/Pemkot belum 

mengalokasikan biaya diklat 

penguatan bagi kepala sekolah yang 

belum memiliki sertifikat. 

3. Kepala sekolah yang telah memiliki 

sertifikat kepala sekolah baru 

mencapai 20 % dari jumlah kepala 

sekolah yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan. Sementara itu 

Diklat Calon Kepala Sekolah 

sebagian besar diikuti oleh Calon 

Kepala Sekolah SMTA di Provinsi 

Sumatera Selatan. Sedangkan calon 

kepala sekolah SMP dan SD, yang 

dibawah pembinaan 

Bupati/Walikota belum seluruhnya 

melakukan kerjasama dengan 

BPSDMD Provinsi Sumsel dalam 

seleksi substantif, dan Diklat Calon 

Kepala Sekolah. 

4. Dari empat faktor implementasi 

kebijakan yang dikemukakan Edward 

III, dalam 

penerapan kebijakan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepala Sekolah, dua 

faktor yang mendukung 

implementasi kebijakan ini adalah 

disposisi dan strukutr birokrasii. 

Sedangkan faktor komunikasi dan 

sumber daya belum optimal dalam 

memberikan dukungan implementasi 

kebijakan tersebut. 

5. Faktor komunikasi menjadi masalah 
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yang perlu ditingkatkan. 

Komunikasi internal dalam 

penyelenggaraan diklat oleh 

BPSDMD Sumsel telah terlaksana 

secara konsisten baik oleh staf 

BPSDM Sumsel. Namun transmisi 

dalam komunikasi kebijakan dari 

pihak yang mengeluarkan otoritas 

Permendikbud nomor 6 tahun 2018 

kepada pimpinan daerah atau 

pengambil keputusan 

penganggaran di daerah 

Bupati/Walikota atau kepala dinas 

pendidikan/Badan Kepegawaian 

Daerah belum terjalin dengan baik. 

Sementara itu sumber daya manusia 

widyaiswara masih perlu 

ditingkatkan kualitasnya dengan 

melakukan pendadaran kemampuan 

teknis manajerial bukan sertifikat 

semata. 

 

Saran 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 

nomor 6 tahun 2018 pasal peralihan 

menegaskan bahwa setiap kepala 

sekolah wajib memiliki sertifikat 

kepala sekolah. Diperkirakan kepala 

sekolah yang memiliki sertifikat 

baru mencapai 20 % dari data kepala 

sekolah yang ada di Sumatera 

Selatan. Oleh karena itu frekuensi 

penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepala Sekolah di tahun 

2019 kiranya dapat ditingkatkan 

dengan pembiayaan dari pemerintah. 

2. Untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar, dan penyiapan fasilitas 

sumber daya non staff, BPSDMD 

agar lebih memperhatikan 

peningkatan kualitas akomodasi, 

ruang belajar, kamar asrama, hotspot 

internet, dan kebutuhan lainnya 

peserta diklat kepala sekolah. 

Mengingat kemungkinan eskalasi 

jumlah peserta yang akan meningkat 

di 2019, untuk meengakomodir 

kegiatan diklat Kepala Sekolah ini, 

BPSDMD dapat menggunakan hotel 

atau asrama milik pemprov atau 

swasta di Palembang dan sekitarnya. 

3. Untuk meningkatkan kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah, 

Mendikbud mengeluarkan regulasi 

mewajibkan kepala sekolah untuk 

mendapatkan sertifikat. Namun 

praktiknya saat ini kepala sekolah 

yang mengikuti diklat mengeluarkan 

biaya sendiri. Direkomendasikan 

kepada mendikbud agar melakukan 

strategi komunikasi yang lebih 

efektif kepada pemangku jabatan di 

daerah, melalui sosialisasi, FGD ke 

Provinsi, Kabupaten, Kota

mendorong pemda 

untuk mengalokasikan dana 

4. pendidikan bagi kegiatan diklat 

kepala sekolah melalui APBD. 

Dengan demikian semua kepala 

sekolah dapat kesempatan untuk 

mengikuti diklat Penguatan Kepala 

Sekolah. 
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